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ABSTRAK 

KEABSAHAN IKATAN JUAL BELI YANG DIDASARI AKTA KUASA 

MENJUAL HARTA BERSAMA YANG DITANDATANGANI TIDAK 

DIHADAPAN NOTARIS DAN DILUAR WILAYAH INDONESIA 

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 69/PDT.G/2019/PN.SDA JUNCTO 

PUTUSAN NOMOR 131/PDT/2020/PT.SBY) 

 

Oleh : Ivan Lukito Setiawan 

 Dalam proses jual beli tanah di Indonesia mengacu pada peraturan PP 

nomor 24 tahun 1997, dimana peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan di 

BPN jika dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat PPAT. Undang-undang 

hanya mengatur tentag kewajiban penjual dan pembeli membuat Akta Jual Beli di 

PPAT tanpa mengatur ketentuan tentang surat kuasa menjual tanah dan bangunan. 

Di Indonesia banyak terjadi penjualan tanah dilakukan oleh orang yang tidak 

memiliki hak atas tanah tersebut secara sah. Banyak terjadi penjualan tanah tanpa 

diketahui atau persetujuan oleh orang yang memiliki hak atas tanah tersebut. Dalam 

UU Perkawinan mengatur secara jelas bahwa suami/istri dalam menjual harta 

bersama harus mendapat persetujuan menjual dari pasangan suami/istri, tanpa 

mengatur bagaimana bentuk perssetujuan tersebut harus dibuat. Hal ini yang 

menjadi celah sumber masalah hukum yang terjadi dalam jual beli tanah. Ketentuan 

penggunaan perlunya Akta Autentik hendaknya di atur mulai dari pembuatan Surat 

Kuasa Menjual sehingga kasus penjualan oleh orang yang tidak berhak atas tanah 

tidak terjadi lagi di Indonesia, sehingga melindungi pihak pembeli dan pihak 

pemilik sah hak atas tanah tersebut. Notaris dan PPAT yang menjadi pejabat negara 

yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu akta autentik juga sering kali 

lalai dalam menjalankan kewajibannya sesuai UUJN dalam pembuatan akta 

autentik. Padahal ketentuan akta autentik itu dibuat untuk meminimalkan sengketa 

antara pemilih hak atas tanah dan pembeli. 

Kata Kunci : kuasa menjual harta bersama, peralihan hak atas tanah, akta 

autentik 
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ABSTRACT 

VALIDITY OF SELLING AND PURCHASING DEALS BASED ON THE 

AUTHORITY TO SELL JOINT PROPERTY ACT WHICH WAS SIGNED NOT IN 

FRONT OF NOTARY AND OUTSIDE INDONESIA TERITORY 

(CASE STUDY DECISION NUMBER 69/PDT.G/2019/PN.SDA JUNCTO 

DECISION NUMBER 131/PDT/2020/PT.SBY) 

 

By : Ivan Lukito Setiawan 

 In the process of buying and selling land in Indonesia, it refers to 

Government Regulation Number 24 of 1997, where the transfer of land rights can 

only be registered at BPN if it is proven by a sale and purchase deed made by PPAT. 

The law only regulates the obligation of the seller and the buyer to make a Sale and 

Purchase Deed at the PPAT without regulating provisions on power of attorney to 

sell land and buildings. In Indonesia, many land sales are carried out by people 

who do not have legal rights to the land. Many land sales occur without the 

knowledge or consent of the person who owns the land rights. The Marriage Law 

clearly stipulates that in selling joint assets, the husband / wife must obtain the 

approval to sell from the husband / wife partner, without regulating how the form 

of the agreement must be made. This has become a source of legal problems that 

occur in the sale and purchase of land. The provisions for the use of the need for 

an Authentic Deed should be regulated starting from the creation of a Power of 

Attorney to Sell so that cases of sale by people who are not entitled to land do not 

occur again in Indonesia, thus protecting the buyer and the legal owner of the land 

rights. Notaries and PPAT who become state officials who have the authority to 

make an authentic deed are also often negligent in carrying out their obligations 

according to UUJN in making authentic deeds. In fact, the provisions of the 

authentic deed are made to minimize disputes between voters of land rights and 

buyers. 

Keywords: power to sell joint property, transfer of land rights, authentic deed 
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